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ABSTRAK 

Tujuan dari penilisan ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim 

dalam memutuskan perkara terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan 

yang dilakukan secara berkelanjutan dalam perspektif tindak pidana pencucian 

uang dalam analisis putusan Mahkamah Agung Nomor.1595K/Pid.Sus/2020. 

Penulisan ini adalah bersifat normatif. Jenis data sumber-sumber penelitian yang 

berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum skunder. Teknik 

pengumpulan data mengunakan studi kepustakaan atau studi dokumen, teknik 

analisis data dengan metode yang menggunakan pola berpikir deduktif. Penelitian 

ini menjelaskan dan menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam 

memutus perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara 

berkelanjutan dalam perspektif tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa putusan hakim kasasi telah memenuhi 

unsusr-unsur putusan yang baik, hakim didalam memutus sebuah perkara layak 

atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana dengan didasarkan oleh keyakinannya dan 

putusan hakim terikat dengan substansi prinsip indepedensinya. 

Kata Kunci: Tindak Pidana Penggelapan, Tindak Pidana Pencucuiann Uang 

 

ABSTRACT 

The purpose of the author in this writing is to find out the basis of judges' 

considerations in deciding cases against criminal acts of embezzlement in office 

which are carried out continuously in the perspective of money laundering in the 

analysis of the Supreme Court's decision Nomor.1595K/Pid.Sus/2020. This 

writing is normative. The types of data are research sources in the form of 

primary legal materials and secondary legal materials. Data collection 

techniques using literature studies or document studies, data analysis techniques 

with methods that use deductive thinking patterns. This study explains and 

analyzes the basic considerations of the panel of judges in deciding cases of 

criminal acts of embezzlement in office which are carried out continuously in the 
perspective of money laundering. Based on this research, it can be concluded that 

the decision of the cassation judge has fulfilled the elements of a good decision, 

the judge in deciding whether a case is appropriate or not a person is sentenced 

to a crime based on his belief and the judge's decision is bound by the substance 

of the principle of independence. 
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A. Latar Belakang Masalah 

 Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai 

karakteristik yang berbeda dengan jenis kejahatan pada umumnya, terutama 

bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. 

Kejahatan ganda yang berarti bahwa dalam tindak pidana pencucian uang terdiri 

dari kejahatan asal (predicate offence) dan pencucian uang sebagai kejahatan 

lanjutan (follow up crime). Namun demikian antara kejahatan utama dan  

kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri (as a  

separate crime)1.  

Kejahatan asal dalam hal ini merupakan kejahatan tindak pidana 

penggelapan. Pengertian yuridis mengenai penggelapan diatur pasal 372 KUHP, 

merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusannya 

berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum 

sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain 

yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan 

penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun 

atau denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus rupiah).” Adapun tindak pidana 

pencucian uang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 1 angka 1 

undang-undang tersebut dijelaskan bahwa “pencucian uang adalah segala 

perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan 

dalam undang-undang ini”. Namun tindakan-tindakan yang termasuk dalam 

pencucian uang dijelaskan dengan rinci tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor  8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya 

berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang 

merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan 

hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga 

dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang 

sah maupun tidak sah.2 Karena itu, perbuatan menyembunyikan menyamarkan 

asal-usul harta kekayaan atau kegiatan pencucian uang tidak hanya mengancam 

stabilitas dan integritas sistem perekonomian dalam sistem keuangan, tetapi juga 

dapat membahayakan sendi- sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.3 

Persoalan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang bukanlah 

merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti- 

peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang tindak pidana penggelapan dan 

pencucian uang ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun demikian 

penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi berdasarkan uraian diatas mengenai 

 
 1Yenti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di 

Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal.145 

 2Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan TPPU (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) 

 3Ibid. 
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“Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara terhadap Tindak Pidana 

Penggelapan dalam Jabatan yang Dilakukan secara Berkelanjutan dalam 

Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Analisis Putusan Mahkamah 

Agung No.1595K/Pid.Sus/2020” 

B. Rumusan Masalah 

 Adapun yang akan menjadi rumusan serta pokok permasalahan dari 

penulisan ini yaitu : Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan mahkamah 

agung No.1595K/Pid.Sus/2020 terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan 

yang dilakukan secara berkelanjutan dalam perspektif tindak pidana pencucian 

uang? 

C. Metode Penelitian 

 Tulisan ini ditulis dengan metode normatif serta jenis data sumber-sumber 

penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum 

skunder berupa  kajian peraturan ]perundang-undangan yang relevan dengan 

objek khusus putusan mahkamah agung No.1595K/Pid.Sus/2020, yang didukung 

dengan pengumpulan data mengunakan studi kepustakaan atau studi dokumen, 

jurnal, dan sumner lain yang memuat penjelsan yang berkaitan secara konseptual 

dan teoritis dengan objek kajian, guna menemukan jawaban atas isu hukum yang 

diangkat maka,  teknik deskriptif analisis data dengan metode yang menggunakan 

pola berpikir deduktif digunakan sebagai suatu teknik analisis bahan hukum. 

D. Tinjauan Pustaka 

 Tindak pidana merupakan dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan 

terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya 

kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan 

celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan 

(dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah 

dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu 

tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan 

yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus 

bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya 

untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak 

pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana 

sesuai dengan pasal yang mengaturnya.4 

 Pengertian penggelapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan 

(penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Pengertian yuridis 

mengenai penggelapan diatur salah satunya yakni pada pasal 372 KUHP, 

merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusannya 

berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum 

sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain 

yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan 

penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun 

atau denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus rupiah).” 

Menurut J. Bauman, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo, 

Tindak Pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan 

 
 4Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 2016, Hal.18 
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hukum dan dilakukan dengan suatu kesalahan.5 Sedangkan M. Sudrajat 

memberikan pengertian bahwa penggelapan adalah digelapkannya suatu barang 

yang harus ada dibawah kekuasaan sipelaku, dengan cara lain dari pada dengan 

melakukan kejahatan. Jadi barang itu oleh yang punya dipercayakan kepada si 

pelaku. Pada pokoknya si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan 

atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.6 

 Unsur sesuatu barang menunjukkan bahwa yang menjadi objek 

penggelapan haruslah berupa barang yang berwujud benda dan/atau merupakan 

harta kekayaan bagi korban penggelapan yang dilakukan oleh pelakunya. 

Penggelapan diatur menurut ketentuan pasal 372 KUHP tersebut dapat ditarik 

suatu pengertian tentang arti harfiah dari pengertian penggelapan secara 

menyeluruh dengan menguraikan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, penggelapan 

biasa juga dianggap sebagai pokok penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh 

seseorang sebagai tindak pidana penggelapan. 

Di Indonesia pengaturan yang mengatur tentang tindak pidana pencucian 

uang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun dalam Pasal 1 angka 

1 undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara gamblang apa itu tindak pidana 

pencucian uang, dalam pasal tersebut hanya berbunyi “pencucian uang adalah 

segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan 

ketentuan dalam undang-undang ini”. Namun tindakan-tindakan yang termasuk 

dalam pencucian uang dijelaskan dengan rinci tertuang dalam Pasal 3 Undang-

Undang Nomor  8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang. 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga diatur tentang hasil tindak 

pidana atau tindak pidana asal yang terdapat pada pasal 3, yang mana dalam pasal 

tersebut disebutkan ada beberapa macam tindak pidana sala satu nya mengenai 

penggelapan dalam lingkup perusahaan yang diancam dengan pidana penjara 4 

(empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut 

hukum Indonesia. 

E. Pembahasan 

1. Kasus Posisi 

Putusan Mahkamah Agung dalam putusan No.1595K/Pid.Sus/2020  

mengenai tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan secara 

berlanjut sesuai Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan 

pencucian uang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan 

bahwa  Terdakwa Kang Hoke Wijaya, lahir di Surabaya, Umur/Tanggal Lahi, 

61 tahun/26 September 1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan 

Indonesia, Tempat Tinggal Raffles Hills Blok L.1 Nomor 10 RT.002/ RW.025 

Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat telah 

 
 5Bambang Poernomo, Azas-Azas Hukum Pidana, Dhalia Indonesia, Jakarta, 1985, 

Hal.173 

 6M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam Hukum KUHP, Remaja 

Karya Bandung, 1984, Hal.74 
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terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“Penggelapan Dalam Pekerjaan Yang Dilakukan Secara Berlanjut dan 

Pencucian Uang”; dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan 

pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 

2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut 

tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.  

Alasan Mahkamah Agung dalam putusan No.1595K/Pid.Sus/2020  

bahwa terbuktinya   Terdakwa   melakukan   tindak   pidana   pencucian  uang, 

sedangkan dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah 

menggunakan uang PT. Hosion Sejati yang dipindahbukukan ke rekening 

Terdakwa, antara lain untuk membeli rumah di Perumahan Raflles Hills 

seharga Rp5.063.000.000,00 (lima miliar enam puluh tiga juta rupiah) sesuai 

daftar barang bukti Nomor 13 s/d Nomor 16 (barang bukti yang disita dari 

Ariel Topan Subagus) dan Nomor 8 s/d Nomor 10 (barang bukti yang disita 

dari Adikahono Wanatjitra). Selain itu Terdakwa melakukan beberapa transfer 

dari rekening perusahaan PT. Hosion Sejati ke rekening Terdakwa sesuai daftar 

barang bukti Nomor 17 s/d. Nomor 19 (barang bukti yang disita dari Ariel 

Topan Subagus), kemudian melakukan transfer dari rekening Terdakwa 

tersebut ke rekening Terdakwa lainnya sesuai daftar barang bukti Nomor 6 s/d 

Nomor 9 (barang bukti yang disita dari Rini Pujiastuti), melakukan transfer 

dari rekening Terdakwa ke rekening pihak lainnya sesuai daftar barang bukti 

Nomor 10 (barang bukti yang disita dari Rini Pujiastuti), dan melakukan pula 

pembayaran penarikan tunai sesuai barang bukti Nomor 11 s/d Nomor 17 

(barang bukti yang disita dari Rini Pujiastuti). 

Berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi 

unsur-unsur pidana dalam Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP 

dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian Mahkamah 

Agung dalam putusan No.1595K/Pid.Sus/2020 mengadili sendiri  

membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 442/PID/ 

2019/PT.DKI, tanggal 18 Desember 2019 yang memperbaiki Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 475/PID.B/2019/PN.JKT.PST., 

tanggal 30 September 2019. 

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 

1595K/Pid.Sus/2020 

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah 

judex facti, yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara 

judex facti memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-

fakta dari perkara tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 

1595K/Pid.Sus/2020 Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari 

Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari 

Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan 

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 442/PID/2019/PT.DKI, dan Putusan    

Pengadilan    Negeri    Jakarta    Pusat Nomor   475/PID.B/2019/PN.JKT.PST., 

untuk  kemudian Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini sesuai 

ketentuan Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
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Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1595K/Pid.Sus/2020 dalam hal 

mengadili sendiri menyatakan bahwa Terdakwa Kang Hoke Wijaya terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan 

Dalam Pekerjaan Yang Dilakukan Secara Berlanjut dan Pencucian Uang”, 

menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 

(sembilan) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) 

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 

kurungan selama 6 (enam) bulan. 

Majelis Hakim kasasi memiliki pertimbangan sendiri untuk 

memperberat hukuman Terdakwa terkait perbuatan penggelapan yang 

dilakukannya. Mahkamah Agung sendiri tidak bisa mencampuri (intervensi) 

substansi putusan hakim karena terikat dengan prinsip indepedensi hakim. Kita 

tidak bisa menilai, putusan ini salah atau benar. Putusan Terdakwa yang 

sebelumnya pernah menimpa diperberat setidaknya mengandung pesan agar 

upaya hukum (kasasi/PK) tidak dijadikan ajang uji coba atau untung-untungan 

dengan harapan hukumannya bakal diperingan atau dibebaskan. Majelis Hakim 

Mahkamah Agung selaku judex yuris metelaah kembali dengan melihat unsur-

unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Kang Hoke Wijaya yang 

terjadi secara nyata atau peristiwa konkrit yang terjadi (das sein) , kemudian 

Majelis Hakim Agung melihat fakta-fakta hukum dan alat bukti yang sah. 

Bahwa jika unsur-unsur tindak pidana tersebut terbukti maka hakim 

menerapkan pasal yang berkaitan atau sesuai. Dalam menerapkan pasal 

tersebut terkadang terjadi perbedaan pendapat oleh Majelis Hakim Mahkamah 

Agung hal tersebut lumrah terjadi karena Mahkahmah Agung berwenang untuk 

mengkoreksi mengenai tidak ditetapkan suatu peraturan hukum atau peraturan 

hukum peraturan hukum tersebut tidak diterapkan sebagaimana mestinya. 

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung mengatakan putusan 

judex facti atau putusan pada tingkat pertama dan kedua bersifat kontradiktif, 

karena dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

475/PID.B/2019/PN.JKT.PST menyebutkan bahwa Terdakwa Kang Hoke 

Wijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, 

membebaskan Terdakwa Kang Hoke Wijaya dari dakwaan, menyatakan 

Terdakwa Kang Hoke Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Pekerjaan Secara 

Berlanjut”, Serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kang Hoke Wijaya 

oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun. 

Adapun Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 442/PID/ 

2019/PT.DKI menyebutkan bahwa menguatkan Putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat Nomor 475/PID.B/2019/PN.JKT.PST, dengan perbaikan yang 

menyangkut lamanya pidana bahwa menjatuhkan pidana penjara kepada 

Terdakwa tersebut selama 5 (lima) tahun.  

Berdasarkan analisis penulis dalam pertimbangan Majelis Hakim kasasi 

pada amar putusan yang berisi “Penggelapan Dalam Pekerjaan Yang 
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Dilakukan Secara Berlanjut dan Tindak Pidanan Pencucian Uang”, pada kata 

“Secara Berlanjut dan Tindak Pidana Pencucian Uang” terkesan bahwa tindak 

pidana pencucian uang tersebut bukan berasal dari Tindak Pidana Penggelapan 

ataupun sebagaimana yang diatur di Undang-Undang dan terkesan tindak 

pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang tanpa ada tidak pidana 

asalnya.  

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan juncto Pasal 64 Ayat (1) 

KUHP dalam tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. 

Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan 

perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa 

perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang 

sejenis, bahwa dalam hal ini bukan hanya pada perbuatan tindak pidana 

pencucian uangnya saja namun juga pada perbuatan penggelapannya juga 

padahal jelas bahwa tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana 

penggelapan. Adapun dalam Putusan Kasasi Majelis Hakim mengatakan atau 

menilai bahwa putusan hakim sebelumnya Judex Facti salah dalam 

menerapkan hukum dengan menyatakan tidak terbuktinya   Terdakwa   

melakukan   tindak   pidana   pencucian  uang, sedangkan dalam persidangan 

terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan uang yang 

dipindahbukukan ke rekening Terdakwa.  

Berdasarkan pandangan penulis Majelis Hakim Kasasi dalam penerapan 

putusannya sesuai dengan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas 

kemanfaatan secara berimbang atau proporsional. Majelis Hakim menerapkan 

asas kepastian hukum dengan menerapkan pasal sesuai dengan  unsur-unsur  

tindak  pidana  yang  telah  terbukti dilakukan oleh Terdakwa Kang Hoke 

Wijaya.  Penulis berpandangan bahwa teori atau pendekatan menurut 

Mackenzie7. Dengan demikian yang dipergunakan oleh Hakim dalam 

mempertimbangkan penjatuhan putusan kasasi ini, yaitu teori ratio decidendi, 

teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam 

penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi 

yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak 

yang berperkara. 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1595K/Pid.Sus/2020, 

penulis beranggapan bahwa putusan hakim kasasi ini telah memenuhi unsusr-

unsur putusan yang baik. Meskipun terkadangan ada pro dan kontra terhadap 

putusan ini namun, kita tidak dapat mengintervensi ataupun mengatakan salah 

terhadap putusan hakim tersebut dan sebaiknya menghormatinya. Menurut 

penulis, hakim didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan 

layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh 

keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada dan 

substansi putusan hakim terikat dengan prinsip indepedensi hakim. 

 

 
 7Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar 
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F. Penutup 

1. Kesimpulan  

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 

1595K/Pid.Sus/2020 mengatakan bahwa putusan judex facti atau putusan pada 

tingkat pertama dan kedua bersifat kontradiktif. Putusan Kasasi Majelis Hakim 

menilai bahwa putusan hakim sebelumnya Judex Facti salah dalam 

menerapkan hukum. Majelis Hakim Mahkamah Agung selaku judex yuris 

metelaah kembali dengan melihat unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan 

oleh terdakwa yang terjadi secara nyata atau peristiwa konkrit yang terjadi (das 

sein). Bahwa Putusan Hakim Kasasi Nomor 1595K/Pid.Sus/2020 telah 

memenuhi unsusr-unsur putusan yang baik, dalam penerapan putusannya 

sesuai dengan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan 

secara berimbang atau proporsional. dengan substansi prinsip indepedensinya. 

2. Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan diatas saran penulis 

bahwa hakim dalam menimbang suatu perkara harus lebih teliti dalam 

memperhatikan unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal yang didakwakan 

terhadap terdakwa sehingga, didalam pertimbangannya tidak memuat 

kontradiksi antara pertimbangan hakim satu dengan hakim yang lainnya semua 

uraian unsur pada pasal dakwaan yang disampaikan merupakan pemenuhan 

terhadap semua kualifikasi pasal dalam suatu putusan. 
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